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Ketenagakerjaan
KEMNAKER

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR: M/5/KS.06/1V/2026
NOMOR: MOU/4 /042026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam (22-4-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan
di bawah ini:

1. YASSIERLI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri
Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun
2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta
Selatan, 12950, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. SAIFUL HIDAYAT : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan yang diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/P
Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas
dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkedudukan
di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 112 Blok B,
Jakarta Selatan, 12910, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang
menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan
pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Optimalisasi
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama
dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing dalam rangka sinergi dan kolaborasi dalam
optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka sinergi dan
kolaborasi dalam optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

integrasi sistem dan pertukaran data;

peningkatan perluasan kepesertaan;

peningkatan kualitas pelayanan;

peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum;

peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja;

pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia PARA PIHAK; dan

g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
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PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk
PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama
ini ditandatangani.
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(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman
Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya
Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama
sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan
Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang
ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan,
12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id



PIHAK KEDUA
Deputi Bidang Sekretariat Badan
Alamat : Gedung Plaza Jamsostek
Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 112 Blok B
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910
Telepon : (021) 50911333
Pos-el : depbid.sbd @bpjsketenagaakerjaan.go.id.

(2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan
perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data
korespondensi tersebut.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama
ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi
pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau
pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
atau kegagalan memenuhi Kesepahaman Bersama ini, yang disebabkan
atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang
digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada
bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan
ekonomi/moneter, pemogokan, pandemi, sabotase, pemberontakan
masyarakat, dan kebijakankebijakan pemerintah Republik Indonesia
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan
kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah terjadinya keadaan kahar.
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PASAL 10
ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini ditetapkan oleh PARA
PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SAIFUL HIDAYAT . YASSIERLI



